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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR |6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAW],

Menimbang: a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu
strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas implementasi
system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta
sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 A
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi, perlu dicabut serta mengatur
kembali Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

SALINAN
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor |
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kiner ja, Pelaporan Kinerja dan Tata
cara Reviu Atas Laporan Kiner ja;

10. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

@ Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  EVALUAS]

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWL

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

RS

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Pecmerintah Kabupaten Ngawi

Bupati adalah Bupati Ngawi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah.
Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai,
atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi
atas masalab yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja



pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan

pencapaian kinerjayang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Pemerintah.

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
menilai tingkat implementasi SAKIP;
menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

o oo o
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Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABII
PELAKSANAANEVALUASIAKIP
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP setiap tahun.
. (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
- menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.
(3) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara
berjenjang dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BABIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 14.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14.A)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal [0_Jun 2022

EUPATI NGAWTI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di
Ngawi pada tanggal [0 juM 201
SEKRETARIAT DAFRAH KABUPATEN NGAWI
thd.
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR || 6
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LAMPIRAN | PERATUR{?B BUPATI NGAWI

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strateg
. yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan,
serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau

® evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat
mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja
(hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu, diperlukan suata pedoman evaluasi AKIP yang dapat
dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan
maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP,
yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi,
dan pelaporan hasil evaluasi.



B. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui
se jauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah
dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui
implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah
untuk:
1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
dan
. 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Evaluasi AKIP internal Perangkat Dacrah dilaksanakan oleh Tim
Evaluator yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah
untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP di lingkungan
kerjanya. Hasil evaluasi mandiri disampaikan kepada Tim Evaluator
Internal Kabupaten untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian.

2. Evaluasi AKIP Internal Kabupaten, yaitu dilaksanakan oleh Tim
Evaluator yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan
evaluasi mandiri AKIP Kabupaten. Hasil evaluasi AKIP Internal
Kabupaten dan dokumen-dokumen terkait disampaikan kepada

. Menteri PANRB dan/atau Tim Penilai Nasional sesuai dengan
ketentuan, untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi
SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka
panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan
kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,
pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai
pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
Ruang lingkup evaluasi AKIP terdiri dari:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil kinerja yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;
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- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbajkan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai  kinerja
berikutnya;

- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.
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BAB Il
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi
yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi
perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat
perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil
kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan
dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat
dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.
Cakupan informasi jika dilibat dari kepentingan pihak-pihak pengguna
informasi hasil evaluasi, antara lain:

L. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan
(progress),
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.
Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan
secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
S.Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab
akibat); dan
6. Analisis perencanaan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu
dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP
Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan
evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1. SDM Evaluator
Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah terbentuknya Tim
Evaluasi AKIP Internal baik di tingkat Perangkat Daerah maupun di
tingkat Kabupaten sehingga akan didapatkan hasil evaluasi AKIP
yang akuntabel
Adapun susunan dan tugas Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat
Daerah dan Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten adala sebagai
berikut:
a. Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah terdiri dari:
- Penanggung Jawab (pimpinan PD).
- Ketua Tim (Sekretaris PD/jabatan satu tingkat dibawah
pimpinan PD).
- Anggota Tim (pejabat struktural/fungsional/pelaksana pada
PD).
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dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengisian LKE AKIP Perangkat Daerah;
2. menghimpun Data/Dokumen pendukung LKE AKIP
Perangkat Daerah,;
3. melakukan Analisis LKE AKIP Perangkat Daerah; dan
4. menyampaikan LKE AKIP Perangkat Daerah serta
i Data/Dokumen Pendukung kepada Tim Evaluasi AKIP
Internal Kabupaten.
b. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten terdiri dari:

- Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi).

- Pengawas/Supervisor (Inspektur Kabupaten Ngawi).

- Ketua Tim (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi).

- Anggota Tim (Irban/Auditor /P2UPD pada Inspektorat).

dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;
‘ 2. menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
implementasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan

4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
berikutnya.

2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka

kerja (framework) bagi seluruh tingkatan mana jemen evaluasi dalam

melaksanakan proses evaluasi.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam

perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:

. a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan

d. ldentifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation)
Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP.
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui
reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.
Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian
informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen
Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan
melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam
perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika
strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan,
serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

/
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b. Evaluasherbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas
kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak
lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau
evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas
pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja
pelaksanaan program tertentu.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi

dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal

ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas

evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan

dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini

diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk

perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan

rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas

kinerja.

. Teknik Evaluasi AKIP

Beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,

antara lain:

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja
secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi
daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi
dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi Jawaban yang diterima dari
penyedia data dan informasi dicatat secara langsung.
Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara
langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia,
seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini,
sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan
mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting
lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan,
dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
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. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di
sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi
dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi
dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui
sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media
informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
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BABIII
MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,
antara lain pengkoordinasian dan penyusunan LKE, pendokumentasian,
analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi

AKIP, serta pembahasan dan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) seperti
gambar berikut:

l_ Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten

Pengkoordinasian Pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal Kabupaten

Pengkoordinasian dan Penyampaian LKE Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah
Inventarisasi Data SAKIP PD dan Kabupaten

¥

;  Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah
- Pengkoordinasian Pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah
- bventarisasi Data SAKIP PD

~ Analisis Data dan Pengisian LKE AKIP PD

¥

- Penyampaian Hasil Isian LKE AKIP PD beserta data dukung dari Tim Evaluasi AKIP internal Perangkat
Daerah ke Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten

_ 4 -

- Reviu LKE AKIP PD dan penyusunan LHE AKIP PD oleh Tim Evaluasi AKIP internal Kabupaten

¥

1. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan
Evaluasi AKIP kepada seluruh jajaran Tim Evaluasi AKIP Internal
Kabupaten, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP
kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyampaikan LKE AKIP
Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah;

2. Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah melaksanakan:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal di lingkungan
Perangkat Daerahnya kepada seluruh jajaran Tim;

b. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka proses
pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Perangkat Daerah;

c. menganalisa data dan mengisi LKE AKIP Perangkat Daerah.

3. Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah menyampaikan LKE
evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah diisi beserta data dukung

kinerja dan dokumen SAKIP lainnya kepada Tim Evaluasi AKIP Internal
Kabupaten
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4. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten melaksanakan:

a. Mereviu isian LKE AKIP Perangkat Daerah. Apabila terdapat

ketidaksesuaian isian LKE  Perangkat Daerah dengan sumber
data yang valid, maka Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten dapat
mengkonfirmasi kepada Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah
untuk meminta keterangan atau memberi kesempatan untuk
dilakukan perbaikan/penyempurnaan/penyesuaian dengan fakta yang
ada dengan tenggang waktu tertentu.
Apabila isian LKE telah sesuai dengan fakta dan data dukung yang ada
atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/perbaikan lagi maka isian
LKE tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penilaian awal dan
penyusunan Draft LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah yang
paling sedikit memuat Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi, Kondisi dan
Rekomendasi.

b. Menganalisis data terkait SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari
dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data yang
disajikan dalam LKE AKIP Perangkat Daerah dan

. menginterpretasikannya ke dalam LKE AKIP Kabupaten.
c. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menetapkan nilai SAKIP

Perangkat Daerah dan isian LKE AKIP Kabupaten.

Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menyusun dan menyampaikan

Hasil Penilaian AKIP Kabupaten kepada Pemerintah Pusat/Provinsi
Jawa Timur.

R
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BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian
Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan

informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat

evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP
ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Pelaporan. kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian

. kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta  upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan
efisiensi kinerja;

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan
komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/Perangkat
Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen
tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai
dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut,

. yaitu:

a.Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada
setiap komponen.

c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap
subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah
atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi
dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:



Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian
dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun
Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan

sebagai berikut:

Stib Knmponen

: 1. Dokumen Perencanaan kinerja 1. Terdapat pedoman teknis
KINERJA telah tersedia perencanaan kinerja.
2. Terdapat dokumen
panjang.
3. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
menengah.

4. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
pendek.

5. Terdapat dokumen
perencanaan aktivitas yang

—

2. Dokumen Perencanaan kinerja | 1. Dokumen Perencanazn
telah memenuhi standar yang Kinerja telah diformalkan.
baik, yaitu untuk mencapai 2. Dokumen Perencanaan
hasil, dengan ukuran kinerja Kinetja telah dipublikasikan
yang SMART, menggunakan tepat waktu.
penyelarasan (cascading) 3. Dokumen Perencanaan
disetiap level secara logis, serta Kinerja telah menggambarkan
memperhatikan kinerja bidang Kebutuhan atas Kinerja
lain (crosscutting) sebenamya yang periu

dicapai.

4. Kualitas Rumusan Hasil
(Tujuan/Sasaran) telah jelas
1lg-::lnggmnbar]mn kondisi

erja yang akan dicapai.

5. Ukuran Keberhasilan
{Indikator Kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART.

6. Indikator Kinegja Utama (XKU)
telah menggambarkan kondisi
Kinerja Utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable -
tidak sering diganti dalam 1
periode Perencanaan
Strategis).




Romponen

Sub Komipouen

10.

11.

. Target yang ditetapkan dalam

. Sctiap Dokumen Perencanaan

. Perencanaan kinerja dapat

K1 fieties

Pcrencanaan Kinerja dapat
dicapai (achicvable),
menantang, dan realistis.

Kinerja menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan, serta
selaras antara Kondisi /Hasil
yang akan dicapai di sctiap
level jabatan (Cascading).

memberikan informas: tentang
hubungan kincrja, strategi, |
kebi jakan, bahkan aktivitas |
antar bidang/ dengan tugas F
F
|

dan fungsi lain yang berkaitan |
(Crosscutting).

Setiap unit/satuan kerja
merumuskan dan menetapkan
Perencanaan Kinerja.

Setiap pegawai merumuskan
dan menctapkan Perencanaan
Kinerja.

3. Pere-ncanaan Kinega telah

mewujudkan hasil yang
berkesinambungan

. Anggaran yang ditetapkan

- Rencana aksi kinerja dapat '

. Setiap unit/satuan kerja

telah mengacu pada Kinerja
yang ingin dicapai.
Aktivitas yang dilaksanakan
telah mendukung Kinerja
yang ingin dicapai.
Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja telah
dicapai dengan baik, atau
setidaknya masih on the right
track.

memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah
direncanakan.

Setiap Pegawai memahami
dan pedul, serta
berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah

du. mw)akan-

2. PENGUKURAN
KINERJA

1.Pengukuran Kinerja telah
dilakukan

. Terdapat pedoman telmis

Terdapat Definisi Operasional
yangjelas atas kinerja dan
cara mengukur indikator
kinerja.




Romponen

Sub Kompoiien

2. Pengukuran Kinerja tclah
menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja sccara
Efektif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan

Kiileria

3. Terdapat mekanisme yang
jelas terhadap pengumpulan
data kinerja yang dapat
diandalkan.

1. Pimpinan selalu teribat

schagai pengambil keputusan
{Decision Maker) dalam
mengukur capaian kinerja.

2. Data kinerja yang
dikumpulkan telah relevan
untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan.

3. Data kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja
yang diharapkan.

4. Pengukuran kinerja telah
dilakukan secara berkala.

5. Setiap level organisasi
melakukan pemantanan atas

ian kiners
unit dibawahnya secara
berjenjang.

6. Pengumpulan data kinerja
telah memanfaatkan
Teknologi Informasi (Aplikasi}

7. Pengukuran capaian kinerja
telah memanfaatkan
Teknologi Informasi (Aplikasi}

kinerja yang efektif dan efisien

1. Pengukuran Kinerja telah
menjadi dasar dalam
(pemberian/pengurangan)
tunjangan
kinerja/penghasilan.

2. Pengul Riaray neul

10. Setiap pegawai memahami

dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja.




Romponen Sub Kompunen Kriteaio
1. Terdapat Dokumen Laporan . Dokumen Laporan Kinerja
yang menggambarkan Kiner ja telah disusun.

2. Dokumen Laporan Kinega
telah disusun secara berkala.

3. Dokumen Laporan Kinerja
telah diformalkan.

4. Dokumen Laporan Kinerja
telah direviu.

S. Dokumen Laporan Kinerja
tlah dipublikasikan.

6. Dokumen Laporan Kinerja
telah disampaikan tepat
waktu.

2. Dokumen Laporan Kinerja telah | 1. Dokumen Laporan Kinerja |-
memenuhi Standar telah menginfokan
menggambarkan Kualitas atas perbandingan realisasi kinetja
Pencapaian Kinerja, informasi dengan target jangka
keberhasilan/ kegagalan kinerja menengah.
serta upaya perbaikan/ 2. Dokumen Laporan Kinerja
penyempurnaannya telah menginfokan |

perbandingan realisasi kinerja |

dengan realisasi kinerja
tahun-tahun sebelumnya.
3. Dokumecen Laporan Kinerja

. telah menginfokan
dengan realiasi kinerja di level
nasional /internasional
{Benchmark Kinerja).

4. Dokumen Laporan Kinerja

penyempurnaan kinerja ke
depan (Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3.Pelaporan Kinerja telah 1. Informasi dalam laporan
. memberikan dampak yang kinerja selalu menjadi
besar dalam penyesuaian perhatian utama pimpi
strategi/kebijakan dalam (Bertanggung Jawab).
mencapai kinerja berikutnya 2. Penyajian informasi dalam
laporan kinerja men jadi
kepedulian




. Informasi dalam laporan

kiner ja selalu mempengaruhi
perubahan budaya kinerja
organisasi.

*‘—‘—-_

4. EVALUAS]
AKUNTABILITAS
KINERJA
INTERNAL

1. Evaluasi Akuntabilitas Kincrja
Internal 1elah dilaksanakan

s Tcrda;-)al- pedoman teknis

. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal.

Internal telah dilaksanakan
pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah.
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara
berjenjang.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal telah dilaksanakan
secara berkualitas dengan
Sumber Daya yang memadai

4.

. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal telah dilaksanakan
sesuai standar.

Internal telah dilaksanakan
oleh SDM yang memadai.
Internal telah dilaksanakan

Internal telah dilaksanakan
menggunakan Teknologi
Informasi (Aplikasi)

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal telah dilaksanakan
menggunakan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

Sehuruh rekomendasi atas
hasil evaluasi akuntablitas
kinerja internal telah
ditindaklan juti.

Telah terjadi peningkatan
implementasi SAKIP dengan
melaksanakan tindak lanjut
atas rerkomendasi hasil
evaluasi akuntablitas Kinerja
internal.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Hasil dari Evaluasi
Akuntabhilitas Kinerja Internal
telah dimanfaatkan dalam
mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.

Telah terjadi perbaikan dan
peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil evaluasi
akuntablitas kinerja internal.

berikut:

2. Pengisian LKE AKIP
Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap
sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-
komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E,
jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai
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m‘n "(‘”i(‘]“q"n

AA 100 Jika kualitas scluruh kriteria tclah terpe nuhi (100°/6 dan terdapet
upaya inovatil serta layak men jadi percontohan secara nasional

Jika kualitas scluruh kriteria tclah terpenuhi (100774 (hin terdapat

A 90 beberapa upaya yang bisa dihargai dari pecmenuhan kriteria
terscbut.
BB 80 Jika kualitas scluruh kriteria telah terpenuhi (100%/9 sesuai dengan

mandat kebijakan nastonal.

B 70  Jika kualitas schagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100°/0).
cC 60  Jika kualitas sebagian besar kriteria lelah terpenuhi (>50°% - 75%).
C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%}
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
{>0% - 25%q)
E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria

penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan
beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-
komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total
(hasil akhir) di setiap komponen.

3. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan
gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat Nilai Interpretasi

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola
dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efiisen
(Reform) Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
individu.

AA >90- 100

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan

A > 80 —90 berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator




Predikat Nilai

BB >70 - 80
I.______‘_h_-_
B >60- 70

— e = =)

Interpretas

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kera,
baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukun.

Akunt abilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai
terwujudnya cliscnsi penggunaan anggaran dalam mencapai
kincrja., memiliki sistem manajemen kiner ja yang andal dan
berbasis cknologi informasi, seria pengukuran kiner ja telah
dijakukan sampai ke level esclon 3/koordinator

e ——— e — —

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, :I
khususnya pada unil kerja utama. Terlihat masih perlu adanya
sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinesja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan

sampai dengan level eselon 2 funil kerja

Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian,

masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar
khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.
Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga
masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat

diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan
yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implematasi
SAKIP




-23-

BAB V
PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI AKIP

fakta i’:f AKIP.d.isusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan
berisi fak; analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut

dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan
temuan Permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan
AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan,
Pf?mbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada
Simpulannya dalam LHE. Pada Perangkat Daerah yang sudah pemnah
dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak
lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat
diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan.

LHE AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Tim Evaluasi AKIP
internal Kabupaten , disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati. Ikhtisar keseluruhan dari LHE
tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Format LHE dibuat dalam bentuk surat (short-form) yang secara garis
besar memuat beberapa informasi sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Evaluasi;
b. Latar Belakang Evaluasi;
c. Tujuan Evaluasi;

d. Ruang Lingkup Evaluasi;

e. Metodologi Evaluasi;
f. Gambaran Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

g. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.
Format LHE dalam bentuk surat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
PENUTUP

Ev i
Pemerin t:?;:;xiﬁli merupakan bagian di.lri siklus manajemen kinerja instansi
ini, diharapkan gkat Daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP
melak — l;lal’a .evaluator dapaft. memiliki acuan yang sama dalam
o mialelak v lli.:lSl. Na.\mun demikian, diharapkan para evaluator juga
Niggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara

terus- 7
ki menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih
en.

%’ada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat
Ufewu_]udkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja  instansi pemerintah/Perangkat Daerah serta meningkatnya
akuntabilitas instansi pemerintah/Perangkat Daerah terhadap kinerjanya.

BUP ATI NGAWI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO
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NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

LAMPIRAN 1i PERATUR,}%BUPATI NGAWI

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749076 Fax: (0351) 749016 Emailinspektorat@ngawikab.go.id
Website :http:// www inspekloratngawikab.go.id

Ngawi, 20XX
700/ 1404.200/20XX Kepada :
--.(.-) lembar / bendel Yth Sdr. Kepala ......
Penting
Laporan Hasil Evaluasi di
Akuntabilitas Kinerja Instansi Ngawi
Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Ngawi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tim telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan tujuan:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

b. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP;

c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja;

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi
SAKIP;
Memonitor tindak lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi penode
sebelumnya.

o
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’ E\;::;ie:'?ksénakan terl?adap 4 (empat) komponen besar
‘ inena, yang meliputi:

a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
C. Pelaporan Kinerja;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 20XX, merupakan
salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis
(Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen
Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran
mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori
peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas
kinerja yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat HEY Interpretasi

.’ AA >90-100 | Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh

kinerja dikelola dengan sangat memuaskgn di
seluruh unit kerja. Tefah terbentuk pemerintah

yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke

level individu

A >80-90 | Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi

pemernntah/unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinetja
telah difakukan sampai ke level; esefon
4/pengawas/sub coordinator

>70~-80 |SangatBaik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik

. pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama,
maupun unit kefja pendukun. Akuntabilitas yang

sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnta
efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai
| kinerja., memiliki system manajemen kinesja

yang andal dan berbasis teknologi informasi,
serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai
ke level eselon 3/coordinator
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dilak Sanak
Manajemen kineqé yaa: ter:'a"ap 4 (empat) komponen besar
: g meliputi:
:- Perencanaan Kinerja; e
- Pengukuran Kinerja;
C. Pe|aporan Kinerja;

d. :

Las:::a::nl;;:':f:ﬁimnas Kinqu lnternal.~

soloh say g1 sta'’si Pemer'mtah (LKjIP) tahun 20XX, merupakaﬁ

S umen yang dievaluasi selain Rencana Strategis
). dokumen Rencana Kineja Tahunan (RKT), dokumen

Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran

mulai dari 0 sid 100, yang selanjutnya diberikan “kategori

@ﬁngkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas

kinerja yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat Nilai Interpretasi

AA >90-100 | Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Govemnance. Seluruh
kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di
seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah
yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
level individu

A >80-90 |Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi

pemerintah/unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level, eselon
4/pengawas/sub coordinator

BB >70-80 | SangatBaik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat batk
pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama,
maupun unit kerja pendukun. Akuntabilitas yang
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnta
efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja., memiliki system manajemen kinesja
yang andal dan berbasis teknologi informasi,

ke level eselon 3/coordinator

serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai
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Predikat Nilal interpretasy

B =60 - 70 | Baik

‘ | | Terdapat gamharan batwa AKIP sudah baik

[ [ pada 13 unil kerja, khwsusnaya pada il kerja
' | vtama_ Terlihat masih pery adanya sedikit

| ' perbaikan pada uni kirja, serta komitmen

! dalam manajemen kinerja Pengukuran kinerja
| | baru dilaksanakan sampai dengan level eselon

| 2 lunit kerja

I , |

; Jka kualitas sebagian besar kriteria telsh

terpenuhi (>7 5% -100 %)
~ CC | >50-60 | Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukip baik, |
namun dermikian, masih perlu banyak perbaikan |
walaupun tidak mendasar khususnya f
2] | akuntabilitas kinefja pada unit kerja. |
C >30-50 | Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi system
manajemen kinerja sehingga masih periu
banyak perbaikan mendasar di level pusat.

0 D >0-30 | Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekal |
tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum |
terdapat penerapan manajemen kinefja
sehingga masih periu banyak
perbarkan/perubahan yang sifatnya sangat
mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP ]

=

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
......... memperoleh nilai sebesar ....... dengan nilai .....

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi peniaian terhadap
seluruh komponen manajemen kinefja yang dievaluasi di lingkungan
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut:

' No. Komponen Bobot Nilai Hasil
O s s (%) Evaluasi
- 1. | Perencanaan 30 25,50 |
2. | Pengukuran Kinerja 30 2460 |
3. | Pelaporan Kinerja 15 13.50 !
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerfja 25 2125 |
|
JUMLAH 84.85 I

(dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).
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5. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga

menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang
telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberianjutan
(sustainability) implementasinya, beberapa hal yang periu
diperhatikan :

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat
beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada
Kepala Perangkat Daerah agar dilakukan sebagai berikut :

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja

pada Perangkat Daerah, dengan harapan pada tahun - tahun selanjutnya
menjadi lebih baik dan terarah.

Ngawi, o 206X
INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl di

2. SdrKepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr_Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

BUP ATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO



